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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi diperlukan Tenaga Ahli Gubernur untuk membantu
melaksanakan tugas-tugas di daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga
Ahli Gubernur Kalimantan Timur,

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106),

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin
Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
masa Jabatan Tahun 2013-2018,

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 06),

13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 08),

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.

(1)

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
Tenaga Ahli Gubernur adalah Tenaga Ahli Gubernur yang berasal
dari Pakar dan Profesional di bidang tertentu.

2.

3,
4.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 2

Tenaga Ahli Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
Tenaga Ahli Gubernur diangkat bukan dari PNS berdasarkan
kebutuhan.
Tenaga Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikecualikan apabila berasal dari Perguruan Tinggi.
Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui Badan
Kepegawaian Daerah.

(1
(2)

(3)

(4)

BAB III

KOMPETENSI DAN PERSYARATAN
Pasal 3

Pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur dilakukan dengan
memperhatikan kompetensi yang meliputi:
a. pendidikan formal:
b. pengalaman kerja/riwayat jabatan: dan
c. keahlian di bidang tertentu.

Pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur harus memenuhi
persyaratan :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang MahaEsa:
b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati

Negara Kesatuan Republik Indonesia:
d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak

pidana,
e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter:
f. melampirkan fotocopy identitas diri:

(2)
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g. pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara
kualitasnya,

h. melampirkan fotocopy ijazah dan/atau sertifikasi keahlian,dan
i. melampirkan Daftar Riwayat Hidup.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Tenaga Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Gubernur terhadap masalah tertentu yang
diperlukan sesuai bidang keahliannya.

(2) Tenaga Ahli Gubernur bertanggungjawab langsung kepadaGubernur.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN MASA JABATAN

Pasal 5

(1) Tenaga Ahli Gubernur berhak atas honorarium setiap bulan yangtercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang
Pengangkatan Tenaga Ahli.

(2) Biaya operasional Tenaga Ahli Gubernur disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Tenaga Ahli Gubernur, wajib:
a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,

Negara dan Pemerintah:
b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya: dan
c. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 7
Masa jabatan Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan selama 1 (satu) tahundan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006


